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ABSTRAK

Omnibus Law merupakan sebuah konsep pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baru-baru ini diterapkan dalam sistem legislasi di
Indonesia. Secara definitif Omnibus Law berarti hukum untuk semua, sehingga
dalam praktiknya pembentukan undang-undang yang menggunakan konsep ini
dilakukan dengan cara menggabung beberapa undang-undang menjadi satu
undang-undang. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengharmonisasikan undang-
undang yang selama ini dianggap tumpeng tindih atara satu undang-undang dengan
undang-undang lainnya.

Sistem Omnibus Law diterapkan pertama kali di Indonesi dalam
membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang saat
ini telah disahkan dan sudah disebarluaskan. Konsep tersebut mengundang
beberapa pertanyaan khususnya bagi penulis sehingga ingin meneliti lebih dalam
lagi, sebab keberadaan konsep tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Oleh sebab itu,
penelitian ini mengangkat judul: Pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja
Perspektif Siyasah Dusturiyah dan Hukum Positif, hal ini ditujukan untuk
mengetahui secara pasti bagaimana pembentukan Omnibus Law menurut UU P3
dan siyasah dusturiyah dalam sitem ketatanegaraan islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang
bersifat deskriptif-analitis, dengan menggunakan pendekatan normatif. Adapun
penelitian ini berupaya untuk menjawab dua pertanyaan yaitu; Bagaimana tinjauan
yuridis pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja perspektif Undang-Undang
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan bagaimana analisis
Siyasah Dusturiyah terhadap pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Berdasarkan penelitian 'yang dilakukan, ‘penulis: menemukan bahwa
pembentukan UU Cipta Kerja yang menggunakan konsep Omnibus Law telah
memenuhi salah "satu ‘syarat formil. Namun disisi lain, proses penyusunannya
cenderung menyampingkan asas keterbukaan, sehingga proses penyusunannya
menuai beberapa kritik dan protes, karena dianggap tidak partisipatif dan cenderung
menguntungkan kelompok tertentu saja. Selain itu, pembentukan Omnibus law UU
Cipta Kerja jika dianalisis dengan siyasah dusturiyah juga sudah sesuai dengan
kaidah-kaidah yang terdapat di dalamnya, yang salah satunya adalah kesesuaian
organ atau lembaga pembentuk, dilakukan dengan cara musyarah, dan melibatkan
partisipasi masyarakat sebagai dasar perimbangan dalam membuat undang-undang.

Kata Kunci: Omnibus Law, Siyasah Dusturiyah, UU P3
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa
lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan
Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987
dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

- ba’ B Be

< ta’ T Te

& $4° S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je

z ha’ H ha (dengan titik di bawah)
z kha’ Kh ka dan ha

3 Daél D De

3 ZAl Z zet (dengan titik di atas)
J ra’ R Er

J Zai Z Zet

> Sin B Es

o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)
L a7 T te (dengan titik di bawah)
L 78’ Z zet (dengan titik dibawah)
& ‘ain : koma terbalik (di atas)
¢ Gain G ge dan ha

s fa’ F Ef

) Qaf Q Qi

&l Kaf K Ka

J Lam L El

N Mim M Em

O Ndn N En

S Waw( W We

A ha’ H Ha

e Hamzah ’ Apostrof

¢ ya’ Y Ye
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B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

d» ditulis Nazzala
O ditulis Bihinna
C. Ta’ Marbutah diakhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
KON ditulis Hikmah
il ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali

dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka
ditulis dengan h.
BRGNS ditulis Karamah al-auliya’
3. Bila ta” marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah
ditulis t atau h.
ShilRE ditulis Zakah al-fitri
D. Vokal
ditulis A
e Pt ditulis Fa’ala
< kasrah d!tul!s ' I .
ditulis Zukira
At dammah ditulis U
CT ditulis Yazhabu
E. Vokal Panjang
1 | Fathah + alif ditulis A
plE ditulis Fala
2 Fathah + ya’ mati ditulis A
(mad ditulis Tansa




=

3 Kasrah + ya’ mati ditulis I
Joadl ditulis Tafshil
4 | Dammah + wawu mati ditulis U
Jigial ditulis Usil
. Vokal Rangkap
1 Fathah + ya’ mati ditulis Al
Ll ditulis az-zuhailt
) Fathah + wawu mati ditulis Au
AT ditulis ad-daulah

. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

i) ditulis A’antum
Cdef ditulis U’iddat
PPl ditulis La’in syakartum

. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf gomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

oIl

ditulis

Al-Qur’an

ol

ditulis

Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

P ditulis As-Sama’
| ditulis Asy-Syams
Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penulisnya.
Lats s 53 ditulis Zawi al-furiid
ALAT ditulis Ahl as-sunnah

Huruf Kalipat




Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf
awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang,
maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf
awal ka}:’:} sandangpya. Cﬂontoh:

VAN 4 33 oX) (laa) Sgd  Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih
al-Qur’an
. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat,
dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris. Figh Jinayah dan
sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang dalam
konstitusinya menghendaki sebagai negara hukum.* Negara hukum yang
dimaksud adalah negara yang berlandaskan hukum yang berlaku, bukan
berlandaskan pada kekuasaan dan keinginan para penguasa.

Sebagai negara hukum, tentu saja di dalamnya terdapat berbagai
aspek peraturan yang bersifat memaksa serta memiliki sanksi apabila
peraturan tersebut dilanggar, termasuk dalam membuat peraturan
perundang-undangan itu sendiri. Dalam membuat peraturan perundang-
undangan, pemerintah dan legislatif harus mengacu pada Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang
selanjutnya disebut dengan UU P3.

Pembentukan ~peraturan ' ' perundang-undangan  sebagaimana
dimaksud dalam UJU P3, harus sesuai dengan norma dasar, asas formil dan
materiil, serta tidak boleh bertentangan dengan hierarki hukum tertinggi di
Indonesia, yaitu UUD 1945. Maka dari itu pembentukan perundang-
undangan harus meliputi; kejelasan tujuan; kesesuaian antara jenis, hierarki,

dan materi muatan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.?

! Baca lebih lanjut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
2 Baca lebih lanjut dalam Pasal 5 UU P3



Selain harus sesuia dengan norma dan asas, secara prosedural
pembentukan undang-undang harus sesuai dengan ketentuan konstitusi di
Indonesia. Dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa,
kekuasaan dan kewenagan membentuk undang-undang adalah Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Pengajuan undang-undang bisa berasal dari
inisiatif Presiden atau lembaga negara lain seperti Dewan Perwakilan
Daerah (DPD). Setelah rancangan undang-undang dibahas di internal DPR,
maka rancangan undang-undang tersebut harus disetujui bersama Presiden,
sebagaimana terdapat dalam Pasal 20 ayat (2). Setelah tahap persetujuan
selesai, maka langkah selanjutnya adalah pengesahan. Dalam hal ini,
Presiden juga memiliki hak untuk mengesahkan sebuah undang-undang,
akan tetapi jika dalam jangkan 30 hari Presiden tidak mengesahkan undang-
undang yang telah disetujuai bersama, maka undang-undang tersebut secara
otomatis sah dan wajib diundangkan dalam lembaran negara.®

Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengesahkan undang-undang
yang “menggunakan, konsep Qmnibus. Law, yang kemudian diberi nama
Undang-Undang Nomor 11 Tahun-2020 tentang Cipta Kerja. Omnibus Law
merupakan sebuah konsep  pembentukan undang-undang dengan cara
menggabung sekaligus mengubah dan/atau mencabut beberapa undang-
undang dari berbagai sektor serta objek hukum yang berbeda.

Secara definitif, menurut Satjipto Rahardjo, Omnibus Law berasal

dari bahasa latin Omnibus yang berarti untuk semuanya, apabila digabung

3 Baca lebih lanjut Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945



dengan kata Law maka dapat didefinisikan sebagai: hukum untuk
semuanya.* Sedangkan menurut Maria Farida Indrati sebagaimana dikutip
oleh Bayu Dwi Anggono, Omnibu Law dimaknai sebagai satu undang-
undang baru yang mengandung atau mengatur berbagai macam substansi
dan berbagai macam subjek untuk langkah penyederhanaan dari berbagai
undang-undang yang masih berlaku.®

Keberadaan Omnibus Law saat ini jika diasumsikan sebagai
undang-undang baru yang secara substansi dapat merubah dan mencabut
undang-undang yang sebelumnya berlaku, maka tersebut bertentangan
dengan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang
menyatakan bahwa sebuah peraturan perundang-undangan dapat diubah
dan dicabut dengan peraturan yang secara hierarkis lebih tinggi.®

Selain itu, dari segi teknik pembentukan undang-undang jika
dimaksudkan sebagai undang-undang perubahan, berdasarkan butir 6
lampiran 2 UU P3 menyebutkan bahwa undang-undang perubahan harus
menyebutkan frasa ‘perubahan atas” di depan judul undang-undang yang
diubah. Begitupun dalam hal pencabutan undang-undang, dalam butir 9
disebutkan bahwa undang-undang yang akan dicabut harus ditambahkan

kata “dicabut” di depan judul undang-undang yang dicabut.

4 Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, (Bandung: Alumni, 1981),
him. 29.

> Bayu Dwi Anggono, “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang:
Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sitem Perundang-undangan Indonesia”, Jurnal Rechts
Vinding, Vol. 9:1, (April, 2020), him. 22

6 Novianto Murti Hartono, “Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya di
Indonesia”, Jurnal Parlementary Review, Vol. 1l:1 (2020), him. 7.



Sedangkan jika Omnibus Law UU Cipta Kerja diartikan sebagai
undang-undang payung, menurut Maria Farida Indrati sebagaimana dikutip
oleh Novianto, bahwa setiap undang-undang bersifat sama atau sederajat.
Indonesia tidak lagi mengenal undang-undang payung (umberella act), yang
pada masa lalu dikenal dengan undang-undang pokok seperti undang-
undang pokok Kekuasaan Kehakiman dan pokok-pokok kepegawaian, yang
saat ini tidak dikenal lagi.”

Oleh sebab itu, Omnibus Law UU Cipta Kerja secara hierarkis tidak
dapat diasumsikan sebagai undang-undang yang lebih tinggi dari undang-
undang lainnya, sebab yang lebih tinggi dari undang-undang berdasarkan
UU P3 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.%

Pembentukan peraturan perundang-undangan juga dikenal dalam
sistem ketatanegaraan islam, yakni siyasah dusturiyah. Secara fokus
keilmuan, siyasah dusturiyah masuk dalam kajian figih siyasah yang
membahas masalah perundang-undangan negara muali dari konsep
konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar
penting dalam sistem perundang-undangan.®

Menurut Djazuli, siyasah dusturiyah adalah hubungan antara
pemimpin dan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada di dalam

masyarakat. Objek siyasah dusturiyah meliputi peraturan perundang-

" 1bid, him. 7.

8 Baca lebih lanjut Pasal 7 UU P3

® Muhammad Igbal, Figih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Prenada Group, 2014), cet. Ke-1, hlm. 177



undangan yang bersumber dari al-Qur’an, Hadist, kebijakan pemimpin,
ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara, baik tertulis maupun tidak
tertulis, dengan prinsi-prinsip agama yang merupakan perwujudan dari
realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.

Oleh karena itu, siyasah dusturiyah yang memiliki arti mengatur,
mengendalikan, mengurus, dan membuat keputusan adalah upaya untuk
mengatur kemaslahatan bagi umat manusia sesuai dengan syara’ dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga siyasah dusturiyah
mampu membawa kemaslahatan umat dengan menunjukkan jalan yang
menyelamatakan baik di dunia maupun di akhirat.*

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian hukum yang berkaitan dengan Omnibus Law UU
Cipta Kerja menggunakan perspektif siyasah dusturiyah dan hukum positif,
dengan judul penelitian: Pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja
Perspektif Siyasah Dusturiyah dan Hukum Positif.

B. RumusanMasalah
Berdasarkan uraian latar helakang di atas, maka dapat dibuat

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembentukan Omnibus Law Undang-Undang Cipta
Kerja perspektif Undang-Undang tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan?

10 A. Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syari’ah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), him. 73
1 1bid, him. 257



2. Bagaimana analisis Siyasah Dusturiyah terhadap pembentukan

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagali
berikut:
a. Untuk mengetahui pembentukan Omnibus Law Undang-
Undang Cipta Kerja menurut Undang-Undang tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
b. Untuk mengetahui analisis siyasah dusturiyah terhadap
pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari seluruh rangkaian

kegiatan penelitian serta hasil penelitian sebagai berikut:

ar rManfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini. secara teoritis diharapkan
dapat memberikan. sumbangsih pengetahuan di bidang
Hukum Tata Negara secara umum, dan terkhusus ilmu
siyasah dusturiyah. Selain itu juga diharapkan berguna untuk
menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan
penelitian dan kajian tentang perundang-undangan terkhusus

Omnibus Law UU Cipta Kerja.



b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi penulis, sebagai syarat untuk
mendapatkan gelar Strata 1 (S1) di Fakultas Syari’ah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa literatur
khususnya yang membahas tentang Omnibus Law, belum ada penelitian
yang secara spesifik dan sama persis dengan penelitian yang terkait dengan
Pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyah
dan Hukum Positif. Sejauh ini penelitian sebelumnya yang terkait dengan
Omnibus Law UU Cipta Kerja analisa dan teorinya menggunakan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan.

Oleh: karena ritu, .untuk menghindari segala bhentuk plagiasi dan
kemungkinan adanya kesamaan penelitian, maka penulis akan menyajikan
beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Adapun

penelitian yang sejenis dengan penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan Bayu Dwi Anggono'? yang berjudul

“Omnibus Law Sebagai Tektik Pembentukan Undang-Undang: Peluang

2 Bayu Dwi Anggono, “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang:
Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sitem Perundang-undangan Indonesia”, Jurnal Rechts
Vinding, Vol. 9:1, (April, 2020).



Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia”
dengan menggunakan penelitian hukum kepustakaan (library research),
serta menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat beberapa manfaat dan
kelemahan dalam teknik legislasi yang menggunakan konsep Omnibus
Law, sekurang-kurangnya ada empat manfaat yaitu; mempersingkat proses
legislasi, mencegah kebuntuan dalam pembahasan RUU, efisiensi biaya
proses legislasi, dan harmonisasi pengaturan akan terjaga. Adapun
kelemahannya yaitu; pragmatisme dan kurang demokratis, membatasi ruang
partisipasi, dan mengurangi ketelitian serta kehati-hatian sehingga dalam

penyusunannya berpotensi melampaui ketentuan dalam konstitusi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dhaniswara K. Hardjono® yang
berjudul “Konsep Omnibus Law Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, dengan
menggunakan penelitian normatif yang mengkaji norma hukum asas-asas
hukum, kemudian ‘penelitian’ini dianalisis dengan pendekatan perundang-
undangan (statuate approach) yaitu menelaah‘'semua-undang-undang yang
berkaitan “dengan_Omnibus Law.  Hasil penelitian ‘ini mengungkapkan
bahwa konsep Omnibus Law dalam pembuatan peraturan perundang-
undangan dengan cara menggabungkan beberapa substansi pengaturan

berbeda di dalamnya, berfungsi sebagai payung hukum (umberella act).

13 Dhaniswara K. Hardjono, “Konsep Omnibus Law Ditinjau dari Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal to-ra, Vol. 6:2,
(Agustus, 2020).



Keberadaan undang-undang hasil konsep Omnibus Law yang mengarah
pada undang-undang payung menimbulkan permasalahan kedudukan di
dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Novianto Murti Hartono yang
berjudul “Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya di
Indonesia”, yang ditujukan untuk meneliti dan menganalisis konsep
Omnibus Law dan tantangan penerapannya di Indonesia sebagai negara
yang mewarisi tradisi hukum civil law system. Penelitian ini
mengungkapkan bahwa Omnibus Law merupakan konsep perundang-
undangan yang setidaknya memiliki beberapa tantangan penerapannya di
Indonesia yaitu, teknik peraturan perundang-undangan, penerapan asas

peraturan perundang-undangan, dan potensi terjadinya resentralisasi.

. Kerangka Teori

Kajian yang bersifat yuridis dalam penelitian ini akan mengikuti
beberapa perkembangan teori dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan
ketatanegaraan Islam, hal ini akansangat berpengaruh pada hasil penelitian
yang dilakukan oleh peneliti. Adapun kerangka teori yang akan digunakan

dalam penelitian ini sebagai pisau analisis sebagai berikut:

1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Teori pembentukan perundang-undangan erat kaitannya dengan

ilmu tentang perundang-undangan. Terdapat beberapa definisi dalam



mengartikan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan,
dalam UU P3 perundang-undangan disebut wetegeving, gesetgebung,
atau legislation. Dalam kamus umum, istilah legislation berarti
perundang-undangan dan pembuat undang-undang, wetgeving berarti
membentuk undang-undang keseluruhan daripada undang-undang

negara, dan gesetgebung berarti perundang-undangan.

Secara teoritik, istilah perundang-undangan memiliki dua
pengertian yakni: pertama, bahwa perundang-undangan merupakan
proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara
baik ditingkat pusat maupun daerah. Kedua, bahwa perundang-
undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil
pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun
daerah.t®

Salah satu bagian penting dalam teori perundang-undangan
adalah berorientasi mencari kejelasan dan kejernihan makna atau
pengertian ~yang bersifat “kognitif.*® ‘Proses’ mencari kejelasan dan
kejernihan ‘makna peraturan perundang-undangan tentu saja sangat
dipengaruhi “oleh proses  pembentukan, ‘pembangunan hukum yang
komprehensi serta meliputi substansi, penerapan dan penegakan

peraturan perundang-undangan itu sendiri.

14 Maria Farida Indrati Soeprapto, llmu Perundang-undangan, (Yogyakarta: Kanisius,
2007), him, 3.

5 1bid, him. 3

18 1bid, Maria Farida, hlm. 8
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Peraturan perundang-undangan dapat mencerminkan kualitas
yang baik jika dalam proses pembentukannya memenuhi beberapa
landasan dasar sebagai berikut:

a. Landasan Filosofis

Adalah  peraturan yang dibentuk  dengan
mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita
hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah
bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan
Pembukaan UUD 1945. Kedudukan Pancasila dan UUD
1945 sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia harus
dijadikan paradigma dalam pembangunan hukum termasuk
semua upaya pembaharuannya.*’

b. Landasan Yuridis

Adalah peraturan yang dibentuk untuk mengatasi
permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum
dengan mempertimbangkan aturanyang telah ada, yang akan
dirubah, atau yang akan dicabut supaya dapat menjamin
kepastian hukum dan rasa keadilan.™®

c. Landasan Sosiologis

Adalah peraturan yang dibentuk untuk memenubhi

kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Sebuah

' M. Khozin, Sistem Hukum Perspektif IImu Sosial, (Bandung: Nusa Media, 2009), him.
12 dan 19.

18 King Faisal Sulaiman, Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya,
(Yogyakarta: Thafa Media, 2017), him. 24.
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peraturan perundang-undangan dapat dikatana memiliki

landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai

dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sesuai

dengan keyakinan atau kesadaran masyarakat apabila

mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.*®

Secara teoritik, pembentukan peraturan perundang-undang

merupakan sebuah teori yang seringkali dipakai untuk membentuk

undang-undang, supaya produk undang-undang yang diterbitkan

mencerminkan kualitas yang baik, memiliki makna yang jernih, dan
berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan cita-cita kebangsaan.

2. Teori Politik Legislasi

Teori politik legislasi berkaitan erat dengan proses politik
pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Luc J.
Wintgens sebagaimana dikutip oleh Tlham F. Putuhena, bahwa politik
hukum" legislasi atau’ legisprudence ‘merupakan ‘salah satu teori yang
berkembang di bidang legislasi, yang mana teori ini berupaya untuk
menyeimbangkan antara politik dan hukum.?

Di Indonesia, legislasi berada dalam kekuasaan dan kewenangan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagaimana diatur dalam Pasal 5

19 Teori Pengakuan (annerken nungstheorie) dalam King Faisal Sulaiman, Teori Peraturan
Perundang-undangan........., him. 25

20 M. llham F. Putuhena, Politik Hukum Perundang-undangan dalam Upaya Meningkatkan
Kualitas Produk Legislasi, Jurnal RechtsVinding, Vol. 1, No. 3, Desember, (2012), him. 349
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ayat (1) UUD 1945. Pengaturan kekuasaan dan kewenangan legislasi
oleh DPR ini merupakan konsekuensi dari perubahan dari UUD 1945,
yang mana menurut Saldi Isra telah menggeser kekuasaan mebentuk
undang-undang dari tangan Presiden kepada DPR. Akan tetapi,
pergeseran tersebut tidak berdampak pada menguatnya peran legislasi
yang dihasilkan oleh DPR karena peran Presiden masih mendominasi
dalam membuat undang-undang.?

Menguatnya dominasi Presiden dalam membentuk undang-
undang dapat dicermati dalam prosedur pembuatan undang-undang itu
sendiri. Dalam Pasal 20 Ayat (2 dan 3) UUD 1945, peran Presiden
dalam proses legislasi sangat besar terutama dalam hal mencapai
kesepakatan suatu produk legislasi, sehingga legislasi baru dapat
menjadi undang-undang bila telah disetujui bersama oleh DPR dan
Presiden. Selain itu, dalam rangka pengesahan sebuah undang-undang,
Presiden juga memiliki mandate dari konstitusi, akan tetapi jika dalam
jangka 30 hari-sejak persetujuan Presiden belum juga mengesahkan
undang-undang, maka undang-undang ‘tersebut sah dan wajib
diundangkan dalam lembaran negara.??

Selain menguatnya dominasi Presiden, proses legislasi juga
tidak dapat terhindar dari proses politik, sebab penyusunan legislasi

yang dilakukan oleh DPR harus memuat kepentingan yang perlu

21 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer
dalam Sistem Presidensial Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), him. 402
22 Baca lebih lanjut dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
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diakomodasi, mengingat anggota DPR juga merupakan anggota partai
politik yang memiliki tugas untuk menyampaikan aspirasi
konstituennya supaya dapat tertuang dalam produk legislasi. Oleh sebab
itu, menurut Mahfud MD hukum merupakan produk politik, sehingga
produk hukum akan sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang
melahirkannya. 23

Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa setiap hukum
merupakan keputusan politik, sehingga hukum dapat dilihat dari
kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi, dan akan
menentukan karakter produk hukum tertentu pula. Konfigurasi politik
ini kemudian terbagi menjadi dua yaitu; konfigurasi politik demokratis
dan konfigurasi politik oteriter. Konfigurasi politik yang demokratis
akan melahirkan karakter hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi
politik yang otoriter akan melahirkan karakter hukum yang konservatif
atau menindas.?*

Teori ini berusaha melihat -hubungan ‘antara politik dan hukum
Khususnya ‘dalam rangka pembentukan -undang-undang. Apakah
keduanya saling mempengaruhi atau justru lebih dominan salah satunya
saja. Oleh sebab itu, teori politik legislasi dijadikan sebuah perimbangan
antara politik dan hukum, sehingga dalam rangka pembentukan undang-

undang tidak dominan politiknya saja atau sebaliknya.

23 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009),
him. 4-6
24 |bid, hlm. 4-6
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3. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah secara keilmuan merupakan bagian dari figih
siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara yang
meliputi; konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan
syuro yang menjadi bagian penting dalam membuat peraturan
perundang-undangan. Selain itu, siyasah dusturiyah juga membahas
konsep negara hukum dan timbal balik antara pemerintah dan warga
negara, serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.?

Teori Siyasah Dusturiah memiliki ruang lingkup kajian seperti
al-sultah at-tashri’iyyah (kekuasaan legislatif), tanfidhiyah (kekuasaan
eksekutif), dan gada’iyah (yudikatif). Kekuasaan legislatif dalam Islam
atau dengan kata lain al-sultah at-tashri’iyyah adalah suatu lembaga
yang memiliki wewenang untuk membuat dan menetapkan hukum
berdasarkan syari’at Islam. Disamping itu juga memiliki wewenang
untuk mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persoalan ahlul halli
wa al-aqdi?®, hubungan muslim dan non-muslim" dalam satu negara,
udang-undang dasar, dan peraturan perundang-undangan.

Dalam membuat peraturan perundang-undangan, lembaga
legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-
Qur’an dan Hadis. Adapun fungsi lembaga legislatif yang pertama,

mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat dalam al-Qur’an

% Muhammad Igbal, Figh Siayasah...., him. 177
ZAhlul halli wa al-agqdi merupakan sebuah lembaga yang berwenang dalam pengangkatan
seorang pemimpin dalam sistem politik Islam.
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dan Hadist, kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap
permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh al-Qur’an dan
Hadist, dengan cara giyas (analogi) untuk mencari sebab hukum yang
ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan
ketentuan yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadist.

Dalam melakukan ijtihad, selain harus mengacu pada al-Qur’an
dan Hadist anggota legislatif juga harus mengacu pada prinsip jalb al-
maslahah wa dar’'u al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak
kemudharatan), dan perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi
masyarakat sehingga hasil peraturan yang akan diberlakukan sesuai
dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan masyarakat itu
sendiri.?’

Secara teoritik, siyasah dusturiyah dalam penelitian ini lebih
menitikberatkan pada aspek siyasah tasyri’iyyah (legislasi) dengan
lembaga pembentuk undang-undang yang dikenal dengan istilah ahlul
halli wal aqdi, yang mana akan dijadikan landasan dalam mengkaji
pembentukan-undang-undang di Indonesia.

F. Metode Penelitian
Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu meta, metodos, dan logos.
Meta berarti menuju, dan melalui, sedangkan metodos berarti jalan atau

cara. Maka dapat disimpulkan bahwa metodos berarti jalan atau cara untuk

27 Muhammad Igbal, Figh Siayasah...., him. 188-189
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mencapai sesuatu. Menurut Soerjono Soekanto, metodologi biasanya
memiliki arti sebagai berikut: 2
a. Logika dari penelitian ilmiah.
b. Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.
c. Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.
Adapun dalam penilitian ini, metodologi yang digunakan oleh
penulis sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library
research) yang dilakukan terhadap berbagai macam sumber bahan
hukum, yang dapat diklasifikasikan atas tiga jenis sebagai berikut:?°
a. Bahan Hukum Primier
Bahan hukum utama yang bersifat autoritatif meliputi
peraturan perundang-undangan serta segala dokumen resmi yang
memuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primier dalam
penelitian ini berupa:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2): Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja

28 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1984), him. 6.
29 Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, cet. ke-2 (Jakarta:
Penerbit Rajawali, 1986), him. 15.
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3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap
bahan hukum primier seperti literatur, hasil penelitian, makalah
dalam seminar, dan artikel-artikel yang terkait dengan kedudukan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan hukum primier dan sekunder seperti
berasal dari kamus, ensiklopedia, dan semacamnya yang terkait
dengan judul penelitian ini.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang
memaparkan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara objektif
dari data-data yang dikaji. -Sedangkan ‘pendekatan  penelitian ini
menggunakan yuridis-normatif yang bertujuan untuk menjelaskan serta
menerangkan suatu produk hukum yang secara spesifik membahas
Pembentukan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja perspektif
Siyasah Dusturiyah dan Hukum Positif.

3. Metode Pengumpulan Data
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Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan metode studi kepustakaan sistematis. Sedangkan
teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran terhadap
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul
penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode
deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data yang
berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis dengan
pendekatan yang telah ditentukan. Di samping itu logika (silogisme)
yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduktif dan induktif.
Deduktif adalah mengumpulkan data umum untuk memperoleh
kesimpulan khusus, sementara induktif adalah mengumpulkan data
khusus untuk memperoleh kesimpulan umum.®

Adapun secara sistematis, langkah-langkah analisis dalam
penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a.. Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari bahan-bahan

pustaka.

b. Menyusun seluruh data yang diperoleh dari penelusuran

pustaka khususnya yang berhubungan dengan judul
penelitian ini.

c. Melakukan interpretasi terhadap data yang telah tersusun.

30 H. Mudiri, Logika, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), him. 13-14.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam
beberapa bab yang terdiri dari sub bab, yang mana setiap bab dan sub bab
memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu tulisan utuh
yang dapat dipahami. Adapu susunan bab tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar
belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka
teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab yang membahas tentang teori-teori yang
akan dipakai untuk mendalami masalah pembentukan Omnibus Law UU
Cipta Keja, yang meliputi teori politik legislasi, teori pembentukan
peraturan perundang-undangan, dan teori siyasah dusturiyah.

Bab ketiga, membahas tentang tinjauan umum Omnibus Law yang
meliputi pengertian, praktik, dan pembentukan Omnibus Law di Indonesia.

Bab keempat, membahas tentang pembentukan Omnibus Law
Undang-Undang Cipta. Kerja perspektif' hukum positif dan Siyasah
Dusturiyah terhadap Pembentukan-Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari bab-bab sebelumnya yang

berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab
sebelumnya yang secara umum membahas tentang Pembentukan Omnibus
Law Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyah dan
Hukum Positif, dapat disimpulkan menjadi bebeapa poin kesimpulan
sebagai berikut:

1. Pembentukan undang-undang dengan kosep Omnibus Law
merupakan teknik perancangan undang-undang yang terbilang
baru di Indonesia. Kebaruan konsep ini dapat dilihat dari segi
mekanisme - pembentukannya yang dilakukan dengan cara
menyatukan beberapa undang-undang yang berlaku sebelumnya
menjadi satu undang-undang. Tercatat terdapat 82 undang-
undang yang direvisi dan 2 undang-undang yang dicabut,
kemudian dijadikan 'satu. = undang-undang bersama Yyang
diberinama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja. Pembentukan undang-undang yang menggunakan
konsep Omnibus Law ini jika ditinjau dari Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan  telah  memenuhi  syarat  formil

pembentukan undang-undang yang baik. Akan tetapi, disisi lain
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B. Saran

praktik penyusunan Omnibus Law UU Cipta Kerja ini dianggap
menyalahi asas keterbukaan, hal ini dibuktikan dengan adanya
kenyataan bahwa proses penyusunannya banyak menuai kritik
dan protes karena tidak partisipatif dan cenderung hanya

menguntungkan kelompok tertentu saja.

. Berdasarkan analisis siyasah dusturiyah pembentukan Omnibus

Law UU Cipta Kerja sudah mewujudkan nilai-nilai yang
terkandung dalam siyasah dusturiyah secara khusus dan islam
secara umum. Mulai dari kesesuaian lembaga pembentuk
undang-undang yang tepat, hingga sistem musyawarah yang
dilakukan oleh anggota legislatif dalam membentuk sebuah
undang-undang. Selain itu, sistem pembentukan undang-undang
yang menyatukan banyak undang-undang di dalamnya juga
pernah dilakukan oleh masyarakat Islam pada abad ke-4, dimana
para ulama mengumpulkan kaidah-kaidah figih yang terpisah
dan-berbeda untuk dijadikan satu kitab. Hal ini yang dimaksud

dengan kodifikasi kaidah-kaidah figih.

Setelah melakukan pembahasan, menganalisis dan memberikan

kesimpulan atas tinjauan yuridis pembentukan Omnibus Law Undang-

Undang Cipta Kerja perspektif siyasah dusturiyah, maka dalam rangka

memberikan manfaat kepada semua pihak, penulis memberikan saran dan

rekomendasi sebagai berikut:
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1. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): dalam rangka
membentuk undang-undang agar selalu memperhatikan
landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan,
sehingga tercipta suatu produk undang-undang yang harmonis
dan tidak tumpang tindih satu sama lain. Selain itu, dalam
membentuk undang-undang, DPR harus selalu memperhatikan
asas formil pembentukan undang-undang yang baik, sehinga
pembentukan undang-undang yang dilakukan benar-benar
partisipatif dan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat dan
cita-cita bangsa.

2. Untuk Pemerintah  (Presiden, Menteri, dst): dalam
kedudukannya, pemerintah (eksekutif) memiliki hak dan
kewenangan untuk mengusulkan suatu rancangan undang-
undang kepada DPR, dengan demikian pemerintah harus selalu
memperhatikan landasan hukum dalam membentuk undang-
undang “supaya tidak terjadi intervensi kewenangan antara
eksekutif dan legislatif. Selain itu, rancangan-undang-undang
yang diusulkan oleh pemerintah harus benar-benar bermanfaat

bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
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